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LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI

NOMOR 6

ORI
NOMOR 6 TAl@w
TENTANG : @@
RETRIBUSI TAMAN WR @ CIKUNDUL
TUHAN YANG MAHA ESA
©

‘@KCTABUML
Menimbang %af hw @ mengoptimalkan pengelolaan Taman

Wis anas Cikundul Kota Sukabumi dan untuk
tkan  pelayanan kepada  pengguna/
unjung serta Pendapatan Asli Daerah, maka perlu
anya pembebanan retribusi terhadap pengguna/
engunjung Taman Wisata Air Panas Cikundul
dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk kepastian hukum,
maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Retribusi Taman Wisata Air Panas Cikundul;



Mengingat

1.

&

.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal
14 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 8 Tah 1 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran N ublik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Ta Le an Negara
Republik Indonesia No @ N

Undang-Undang Noor &8“Tahun tentang Pajak
Daerah dan Retrikusi’/D Lembaran Negara

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
etri‘ﬁ% Daerah (Lembaran Negara

un 2000 Nomor 246, Tambahan
’:VP epublik Indonesia Nomor 4048);

U Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Peraturan Perundang-undangan

%‘e Negara Republik Indonesia Tahun 2004

No , Tambahan Lembaran Negara Republik
I:: onesia Nomor 4389);

dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang .......




6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 10 2009 tentang

Kepariwisataan (Lembaran NMega ik Indonesia
dn Le n Negara

Tahun 2009 Nomor 11, Tamk

Republik Indonesia No @ 6 S
8. Peraturan Pemerin or 27 T;ﬁun 1983 tentang
Pelaksanaan Undan dang

@nor 8 Tahun 1981
tentang Huku cara Pi (Lembaran Negara
Republik Indc@' ahu Nomor 36, Tambahan
Lembaran IX % ep donesia Nomor 3258);
&
9. Perat merintgh! Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retriﬁ@aera&embaran Negara Republik
" Taho

001 Nomor 119, Tambahan

1 turan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
@doman Pembinaan = dan  Penyelenggaraan
@ emerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun
2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Sukabumi Tahun 2002 - 2011 (Lembaran Daerah Kota
Sukabumi Tahun 2002 Nomor 15 Seri C-1),

13. Peraturan .......



Menetapkan

13.

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun
2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005 Nomor
2Seri E - 1);

. Peraturan Daerah Kota Sukabufqgh Nomor 7 Tahun
2007 tentang Pengundangan ran Perundang-

undangan (Lembaran Daer ta Bukabumi Tahun
2007 Nomor 7); @

. Peraturan Daerah abum@@?nor 2 Tahun

2008 tentang Urusan P¢rherintghatf Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah ukab@Tahun 2008 Nomor

2 S &
. Peraturan Paera Ko@bumi Nomor 6 Tahun
ta

e

2008 temtax @mben dan Susunan Organisasi

Pera erah ]% Sukabumi (Lembaran Daerah
i 008 Nomor 6);

ota Sukabumi Nomor 7 Tahun
cana Pembangunan Jangka Panjang
) Kota Sukabumi (Lembaran Daerah
umi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan
aerah Kota Sukabumi Nomor 12);

KOTA SUKABUMI
dan
WALIKOTA SUKABUMI

QB Dengan Persetujuan Bersama
@ EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
TAMAN WISATA AIR PANAS CIKUNDUL.



BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabu @ @

2. Pemerintah Daerah 1@' alikn Perangkat
Daerah sebagai un yelenggara” pemerintahan
daerah. @

3. Kepala Daerah a ali@abumi.

4. Dinas Pemu ahra ebudayaan, dan Pariwisata
ang selanjdtnya disebut Dinas adalah
Olah Kebudayaan, dan Pariwisata

Kas Daerah Pemerintah Kota

i nk Jabar Cabang Sukabumi atau Bank
ditetapkan sesuai dengan ketentuan

@@‘ﬁ

undang-undangan yang berlaku.

@sata Air Panas Cikundul adalah Taman Wisata

O.
é A@nas milik Pemerintah Kota Sukabumi

7 ibusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang

disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut
prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi
tertentu.

9.Badan ......



9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah

dengan nama dan dalam benf apapun, firma,
kongsi, koperasi, dana pen3lul, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, orgdpisasi Massa, organisasi
sosial politik, atau organjsa ang s, lembaga,

bentuk usaha tetap, dan bAda lagmya.
& E

10. Masa Retribusi ad atu jangka waktu tertentu
yang merupakan b

wakt i Wajib Retribusi

untuk memanfaatkan jasa d izinan tertentu dari
Pemerintah D %

etribaerah, yang selanjutnya

RD"adalakf Gurat yang oleh Wajib Retribusi

unt elakukan pembayaran atau

j Terutang ke Kas Daerah atau

% y
AVQ lain yang ditetapkan oleh Kepala

dise RD adalah surat ketetapan retribusi yang

Z%urat tapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

ne an besarnya pokok retribusi.

@ 1 t Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya

sebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan
@ tretribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga
dan/atau denda.

14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar dari pada retribusi terutang atau tidak
seharusnya terutang.



BABII
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Taman Wisd‘%ﬁl’anas Cikundul
dipungut retribusi atas penyedi arshg—dan fasilitas
rekreasi di Taman Wisata Air Paff ndu
Q
& v

Objek Retribusi adal elayana penyediaan sarana
dan fasilitas rekreasi an Air Panas Cikundul.

Y
% asal 4
(1) Subj S r:lgusi%z@ orang pribadi atau badan yang

dkan/meniKmati pelayanan atas penyediaan
@ rekreasi di Taman Wisata Air Panas

@ijek@\%usi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
§ ; meypyupakan Wajib Retribusi.
@ BAB III

@ GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Taman Wisata Air Panas Cikundul digolongkan
sebagai Retribusi Jasa Usaha.



BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Tingkat penggunaan jasa diukur arkan frekuensi
pelayanan yang diberikan dala eMagn sarana dan
fasilitas rekreasi di Taman Wisat nas @dul.
OM®
&
PRINSIP DAN RAN D PENETAPAN
K

U
SA@ TARIF
%sal 7

Prinsip 945 3

tarif Redg @ fidata Air Panas Cikundul didasarkan

pad -@) i rfa dan fasilitas rekreasi yang terdapat
nan {ir Panas Cikundul untuk mendapatkan

7 &
BAB VI
@@RUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2) wajib membayar Retribusi Taman Wisata Air Panas

Cikundul yang struktur dan besarnya tarif ditetapkan
sebagai berikut :



TARIF
NO OBJEK (Rp)
1 Tiket masuk :
- Anak-anak 2.000,00/ orang
- Dewasa 3.000,00/ orang
2 | Kolam Renang Air Dingin Y
- Anak-anak @,00 /orang
- Dewasa (\ 600,00/ orang
3 | Kolam Renang AirPanas?/ \;3\/
- Anak-anak 4.000,00/ orang
- Dewasa /%,) 5.000,00/ orang
4 | Cottage @0
- Hari blas@ % 110.000,00/ hari
- Malamtiby O 125.000,00/ hari
5 Ka m 30.000,00/jam
/\/> <’Z
)
@@ BAB VII
PE IAN KERINGANAN ATAU

MBEBASAN RETRIBUSI

§ ; Pasal 9
@ 1) hal tertentu Kepala Daerah dapat memberikan

ganan atau pembebasan Retribusi Taman Wisata
Air Panas Cikundul kepada subjek retribusi.

(2) Tata cara dan kriteria subjek retribusi penerima
keringanan atau pembebasan Retribusi Taman Wisata
Air Panas Cikundul sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII ......



-10 -

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Retribusi Taman Wisata Air Panas dul dipungut di

wilayah Daerah. @
TATA CARA PEMU\@N ]@PEMBAYARAN

Pas

Pemulbu51 t1 dapat diborongkan.

Pem Re Taman Wisata Air Panas

d11a Ieh Petugas pada Dinas dengan
1 dan/atau dokumen lain yang

samak agai tanda bukti pembayaran.

@ @ Pasal 12

Hax%mungutan Retribusi Taman Wisata Air Panas
iKgrowl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
kan ke Kas Daerah.

Pasal 13

Pembayaran retribusi dengan dokumen lain yang
dipersamakan dengan SKRD dilakukan secara tunai atau
lunas.

BABX ....



1)

)

1)
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BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14
Retribusi terutang berdasarkarn pada waktunya

dapat ditagih dengan surat p,

Penagihan retribusi te @‘_ e ano‘\éurat paksa
sebagaimana dimaléu \pada aya dilaksanakan
berdasarkan perat perundangfundangan yang

berlaku. @
§ P

Piuta usi yadg tidak mungkin ditagih lagi
kare un elakukan penagihan sudah
1altiw apuskan.
gL tang retribusi sebagaimana dimaksud
itetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

KEBERATAN

Pasal 16
Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas kepada Kepala Daerah atau

pejabat lain yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan ......
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(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)
bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila
Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka
waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar

kekuasaannya.
(3) Pengajuan keberatan sebag '%ﬂimaksud pada

ayat (1) tidak menunda ke mer@r retribusi
dan pelaksanaan penagi si.
: Q

(1) Kepala Daerah atau pejaba ang ditunjuk harus

memberikan képnidsa eratan yang diajukan
dalam jangkasalu p a 6 (enam) bulan sejak
tanggal su perata erima.

NS

% epalg <%erah atau pejabat lain yang
tas atan dapat berupa menerima
ya at bagian, menolak, atau menambah
a retyysi terutang.

a waktu sebagaimana dimaksud pada

ah lewat dan Kepala Daerah atau pejabat
ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan,
yang diajukan tersebut dianggap

BAB XII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 18

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi
dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Kepala Daerah.

(2) Kepala ......
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(2) Kepala Daerah harus memberikan keputusan atas
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling
lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan

ayat (2) telah dilampaui epal prah tidak

memberikan suatu u LS permohonan

pengembalian kelebfan\pe bay%retribusi yang

diajukan tersebut dikgbulkan dan SKRDLB
a ja

harus diterbitkan d ngk@ktu paling lama 1

(satu) bulan.
S

% Pasal 19
© Qo

( ntuk r@mkan penagihan retribusi, kedaluwarsa
lah paui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung
at Jter
u

pengembalian tersebut. § ;
(3) Apabila jangka waktu seb@n ::: aksud pada
S

jak utangnya retribusi, kecuali apabila Wajib

§ ; Retg’b elakukan tindak pidana di bidang Retribusi

Ke aluwarsa  penagihan  retribusi  sebagaimana

I

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi
baik langsung maupun tidak langsung.

BABXIV ......
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BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 20
(1) Penyidikan terhadap pelanggaran %an Daerah ini,
dilaksanakan oleh Penyidik Pegas egeri Sipil di

lingkungan Pemerintah Daerah.

o D

(2) Dalam melaksanakan tugas psra Penyidik
Pegawai Negeri Sipil sebyg dima%& pada ayat (1),
berwenang :

a. menerima, mengax, mengu an dan meneliti
keterangan ata@ran aan dengan tindak
pidana di bi ibu@a h agar keterangan atau

laporan tgs enjadi kap dan jelas;
b. menelit], fn mengumpulkan keterangan

menge tau badan tentang kebenaran
perb ya

an sehubungan dengan tindak
pi ibusi Dagfah tersebut;

bi retribusi Daerah;
e. kan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
i pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen
lath, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;

“omeminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. mengambil .......

ibusﬂ% ;
eme@ uku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
§; dokum ain berkenaan dengan tindak pidana di



h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang
berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi
Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya

dan diperiksa sebagai tersangkaatau saksi;
j.  menghentikan penyidikan; d&
melakukan tindakan 14 yang lu untuk
kelancaran penyidikartigdal pidana’/di bidang
retribusi Daerah @( h Qyang  dapat
dipertanggungjawgbka

S
ENTU@PIDANA
Y
@ é%al 21

1) Seti@ng atadan yang melanggar ketentuan

P pida gan pidana kurungan paling lama 3
ulan denda paling banyak Rp 3.000.000,00
%% juta r .
@indal@ana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a pelanggaran.

% @ BAB XVI

~

©

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan
Peraturan Daerah ini, diatur dengan dan/atau berdasarkan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 23 ......
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Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuin memerintahkan
pengundangan Peraturan Da ini dengan

penempatannya dalam Lembaran
‘<an di aburm
tang al ‘Agustus 2009

@ WALI SUKABUMI,
@ cap. ttd.
0%

% MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabu %
Pada tanggal 7 Agustu

SEKRETARIS DA OT %
SU K A

G

MOHAMA v RAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 6






